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BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Implementasi Dan Distribusi

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan
harus dapat berinteraksi dengan orang lain. Di dalam setiap interaksi itu
kadang kala membawa masalah. Pemerintah sebagal penyclenggara
pemerintahan yang mencakup segala sendi kehidupan bermasyarakat harus
dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul tersebut yakni dengan
lahirnya kebijakan-kebijakan tapi kadang kala, kebijakan itu tidak dapat
menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang
ada.*? Seperti halnya implementasi dan distribusi Program Raskin yang
ada di Desa Tambak Sari, pada dasarnya dengan dicangkannya Program
Raskin tersebut upaya untuk membantu masyarakat miskin dan
mengentaskan kemiskinan.

Namun implementasi Program Raskin di Desa Tambak Sari lagi-
lagi bukan membantu dan mengentaskan kemiskinan yang terjadi di
masyarakat, Program Raskin di Desa Tambak Sari justru menimbulkan
persoalan sosial dan maksud awal dicanangkannya Program Raskin

tersebut tidak terwujud. Hal itu discbabkan oleh orang-orang yang tidak

* Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

1698). hal. 405
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bertanggung jawab dan tidak faham apa tujuan dari Program Raskin
tersebut, seperti halnya penyelewengan beras raskin yang dilakukan oleh
aparat desa setempat. Dari penyelewengan tersebut lalu dijual kembali dan
dar; hasil penjualan beras tersebut digunakan untuk menggaji para preman
yang biasa beroperasi atau mencuri di Desa Tambak Sari,

Memang pengendapan beras yang dilakukan oleh aparat tersebut
bertujuan untuk membantu masyarakat dan berupaya masyarakat tidak
mengalami keresahan yang biasa dipicu oleh adanya pencurian atau
perampokan. Maka dengan itulah upaya untuk tidak terjadi perampokan
atau pencurian yang membuat masyarakat resah, maka aparat berusaha
menggaji para preman yang diambilkan dari hasil penjualan beras raskin
tersebut.

Hal itu kebijakan aparat upaya menjaga Ketenangan
masyarakatnya. Tetapi dengan adanya kebijakan aparat desa semacam itu,
mayoritas masyarakat tidak menerima dengan adanya penyelewengan
beras tersebut kalaupun pnyelewengan itu kemudian dijual untuk menggaji
para preman. Masyarakat rata-rata paham apa itu raskin dan tujuannya
seperti apa, masyarakat paham bahwa beras raskin itu bukan
diperuntukkan para preman, tetapi diperuntukkan para masyarakat miskin.

Menurut H. Hugh Heglo kebijakan adalah suatu tindakan yang
bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Anderson
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau
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sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Carl I.
Friedrick dikutib oleh Riant D. Nugroho mendefinisikannya sebagai
serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dal’am suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang
yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk
memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada rangka
mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat pula diartikan sebagai bentuk
ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki
kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang
banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu dikategorikan scbagai
kebijakan publik.

Dari kedua penjelasan diatas dapat ditarik konsep dasar bahwa:
kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan
aturan tertentu yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan
permasalahan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam setiap kebijakan pasti
membutuhkan orang-orang sebagai perencana atau pelaksana kebijakan
maupun objek dari kebijakan itu sendiri. Jadi kebijakan adalah suatu
program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan
dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang
dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.”

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut,

dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian

e Op,cit...., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). hal. 28
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tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang

mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan

seluruh rakyat, maka menguraikan beberapa elemen penting dalam

kebijakan publik, yaitu: |

a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan
tindakan-tindakan pemerintah

b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi
dilaksanakan dalam bentuk yang nyata

¢. Bahwa Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak
melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan
tertentu

d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi
kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Menurut Anderson kebijakan publik adalah pengembangan dari
kebijakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturiiya dari
pernyataan tersebut dapaf dikatakan bahwa: Pertame, kebijakan
pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan
yang berorientasi pada tujuan. Kedua, kebijakan itu berisi tindakan-
tindakan atan pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Kefiga,
kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi

bukan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk
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melakukan sesuatu. Keempat, kebijakan pemerintah ini dilandaskan pada
perundang-undangan dan bersifat memaksa.**

Jadi kebijakan sebagai suatu kegiatan yang dipilih oleh seorang
atau sekelompok orang dan dapat dilz;ksanakan serta berpengaruh terhadap
banyak orang upaya mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam arti lain bahwa implementasi adalah suatu penerapan atau
pelaksanaan yang kemudian akan menimbulkan suatu akibat.®
Mazmaniani dan Sabatier menjelaskan lebih lanjut tentang konsep
implementasi kebijakan sebagaimana memahami apa yang realitasnya
terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan
fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau
kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan
negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya
maupun untuk menimbulkan dampak dan akibat nyata pada masyarakat
atau kejadian-kejadian yang ada.

Menurut Wahab Tmplementasi kebijakan merupakan aspek penting
dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya
sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-
keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran
hirokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik,

keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan tersebut.

* Op,cit....., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). hal. 26-27
¥ Pius. A. Partanto, M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Popular, (Surabaya: Arkola,
1994). hal. 267
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Ada beberapa problem yang menjadi penghambat implementasi

program yaitu:

a. Yang menjadi penghambat implementasi khususnya program dalam

C.

L]

pengetasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah yang selama ini
adalah dalam hal pendekatan dalam memberikan bantuan bagi
penduduk miskin. Seperti program BLT yang menjanjikan soslusi
praktis dan pragmatis dalam mengentaskan kemiskinan. Tetapi
pendekatan yang digunakan BLT malah menimbulkan masalah lain.
Seperti ketergantungan penduduk miskin. Akibatnya penduduk miskin
tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki kehidupannya dan lain-
lain.

Pelaksanaan program seringkali tidak dilaksanakan oleh lembaga-
lembaga yang benar-benar profesional. Pelibatan LSM dalam
pengentasan kemiskinan memang menghadirkan harapan baru bagi
masyarakat, Tetpi haru diakui bahwa masih ada LSM  yang hanya
hermodalkan kantor konirakan, kepengurusan, kop surat, stempel, dan
mengandalkan kedekatan dengan pihak legislative dan eksekutif.
Problem yang ketiga ini adalah Impelementasi program PAM-DKB
vang mana sesuai dengan namanya dimaksudkan untuk mengatasi
problem kemiskinan yang melanda penduduk miskin di berbagai
daerah. Akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Program
ini telah digulirkan sejak tahun 2006 dan dilaksanakan secara missal di

tiap kabupaten atau kota. Dalam implementasinya program tersebut
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memunculkan aroma politik yang sangat kuat. Nuansa politis program
ini misalnya dapat diamati dari individu atau kelompok LSM yang
telibat dalam implementasi kegiatan program tersebut.*

Sedangkan distribusi dalam kamus ilmiah populer bah\;va distribusi
mempunyai arti, pembagian barang-barang kepada orang banyak ke
tempat tertentu, distribusi juga mempunyai arti penyaluran dan penyebaran
barang-barang,”’

Adapula konsep distribusi menurut Danfar Distribusi adalah suatu
proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para
pemakai, sewaktu dan dimana barang atav jasa tersebut diperlukan. Proses
distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (wrility) waktu,
tempat, dan pengalihan hak milik.

Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek
penting yang terlibat didalamnya, yaitu: Pertama, lembaga yang berfungsi
sebagal salutan distribusi (Channel of distribution atau marketing
channel). Kedua, aktivitas vang menyalurkan arus fisik barang (Physical
distribution).

Menurut Winardi Saluran distribusi merupakan suatu kelompok

perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan

produk-produk kepada pembeli. Sedangkan Philip Kotler mengemukakan

% Yosita Mayka Kusumawati, “Keefiktifan Implementasi Program Raskin. Studi Kasus di
Kelurahan Wono Kusuma Kec. Semampir Kota Surabaya™ (Skripsi Fakultas llmu Sosial Dan llmu
Politik Unair Surabaya, 2007/2008). hal. 8-9

7 Partanto A Pius, Al Barari Dahlan, Kamus Hmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994).
hal. 119
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bahwa saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling
tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau
jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.*®
2. Program Raskin

Program Raskin adalah program yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat serta melibatkan berbagai pihak baik pemerintah pusat,
pemerintah daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota, aparat desa atau
xelurahan, lembaga musyawarali desa, LSM serta tokoh masyarakat.
Program Raskin telah dilaksanakan selama 12 tahun, yang dimulai sejak
tahun 1998, Program ini dilaksanakan secara lintas sektoral dan
dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat. Perum Bulog
bertugas melakukan penyediaan dan penyaluran Raskin sampai di titik
distribusi. Program raskin untuk tahun 2010 telah mendapat persetujuan
DPR sebanyak 156 kg per RTS atau setara dengan 13 kg per RTS per
bulan selama 12 bulan. Dalam hal itu diusulkan adanya tambahan pagu
raskin dan Bapak Presiden telah menyetujui perlunya penambahan subsidi
raskin melalui APBN-P tahun 2010 sehingga raskin tetap 15 kg per RTS
per bulan selama 12 bulan seperti telah dilaksanakan pada tahun 2008 %

Program raskin adalah suatu kegiatan atau agenda pemerintah

untuk memberdayakan masyarakat miskin dimana di dalam program ini

38

Danfar, Pengertian Distribusi  Online Jurnal, 2008/2009; the calm before
(http://dansite wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/html, di akses 12 Januari 2012

¥ Menko Kesra, “Meluncurkan Program Raskin Tahmun 2010”, Jurnal Pemerintab,
(Online). Jilid 1 Tahun 2010 (http://www. Menkokesra, go.id,node/62. html, diakses, 18 Januari
2012).
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terfokuskan pada pemberian beras bersubsidi terhadap rakyat yang kurang
mampu. Menurut Kutanegara dalam Program Raskin telah dirancang
sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, masyarakat, dan penerima manfaat, Artinya, Raskin menyediakan
suatu model pengelolaan dari pembagian tanggung jawab yang dapat
ditkuti oleh program anti kemiskinan lainnya. Di bawah Raskin,
pemerintah pusat menyediakan pendanaannya dan menetapkan pedoman
bagi keterlibatan dan koordinasi dari berbagai lembaga pemerintah.
Pemerintah provinsi menyediakan petunjuk pelaksanaan program dan
menyetujui prioritas pendistribusian Raskin kepada kabupaten maupun
kelompok miskin yang paling rawan.

Pejabat pemerintah provinsi juga diharapkan menetapkan jadwal
pengiriman, prosedur monitoring, dan pengumpulan pembayaran. Pemuka
masyarakat dan kelompok masyarakat secara bersama-sama dengan
pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  mengidentifikasi  dan
memperbahurui  daftar penerima manfaat serta memverifikasi para
penerima adalah mereka yang berhak menerima dan benar-benar
membutuhkan, Pemerintah daerah juga bertaﬁggung jawab mengatur
pendistribusian beras bersubsidi dan titik distribusi ke penerima manfaat

dan megelola mekanisme pembayaran kepada BULOG.*

* Pande Made Kutanegara, Pendampingan Guna Meningkatkan Lfekiifitas Program
Raskin, Makalah disajikan dalam diskusi bulanan di UGM Yogyakarta. (Yogyakarta: Pusat Studi
Kependudukan dan Kebijakan UGM Yogyakarta 2008), 12 September.
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Dalam rangka memperlancar dan mensukseskan kebijakan
pemerintah dalam Program Beras untuk Rakyat miskin agar tepat sasaran,
tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi, maka perlu dilakukan
koordinasi secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, baik dari pusat
maupun di daerah, sebagai pedoman pelaksanaanya maka dikeluarkan
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum
BULOG No. 25/ 2003 No. PKK 12/ 07/2003 tentang Pelaksanaan Program
Beras Untuk Rakyat miskin, yang ditindaklanjuti dengan Petunjuk
Pelaksanaan Program Beras Untuk Rakyat miskin (Raskin) dan Program -
Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)
Bidang Pangan Tahun 2003 yang dikeluarkan BULOG.

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam
pelaksanaan Program Raskin agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga,
dan tepat administrasi, yaitu: pertama, bahwa beras Raskin harus diberikan
pada keluarga penerima manfaat yang sah dan sesuai dengan daftar
penerima yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa atau kelurahan,
yang telah terdaftar pada kantor Kelurahan atau Desa setempat, dan
dilaporkan pada instansi atasan yaitu Kecamatan dan Dolog, hal ini
dimaksudkan agar terdapat kesesuaian dan keselarasan data diantara
instansi atasan dengan instansi pelaksana, Kedua, bahwa beras Raskin
harus didistribusikan sesuai jadwal, paling lambat tanggal 10 setiap bulan,
sclain itu penyctoran hasil penjualan beras (PHB) ke BRI paling lambat

H+7 dari tanggal pendistribusian. Ketiga, harga beras Raskin yang
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dibayar, sebesar Rp1000 per kilogram di titik distribusi, yakni desa atau
kelurahan, dan tanpa adanya beban biaya tambahan seperti biaya
transportasi ataupun biaya akomodasi lainnya. Keempat, harus
terpenuhinya dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan
Program Raskin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, dalam hal ini juga harus ada kesesuaian data baik Pada tingkat
kelurahan, kecamatan, dan Dolog atau kabupaten kota.!!
B. Kerangka Teoritik
1. Teori Fungsional Struktural

Untuk menjelaskan  fenomena “Problematika Sosial Dalam
Implementasi Dan Distribusi Program Raskin, di Desa Tambak Sari
Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep”. Peneliti menggunakan teori
“Fungsional Struktural”. Teori ini menekankan kepada keteraturan
(Order), mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan di masyarakat.
Dengan menggunakan konsep-konsep utama vyaitu fungsi, disfungsi,
fungsi laten, fungsi manifes dan keseimbangan.

Teori Fungsional Struktural melihat masyarakat sebagai suatu
sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling
berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Ketika terjadi sedikit
perubahan dimasyarakat maka akan mempengaruhi elemen yang lain.

Dengan menggunakan asumsi dasar yaitu setiap struktur dalam sistem

" Yusuf Tri Anggoro, "Evaluasi Kebijakan Raskin: Studi Kasus Program Beras Untuk
Rakyat Miskin Di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang” (Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan [Imu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2007).



sosial, fungsional terhadap yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa
setiap peristiwa atau struktur di masyarakat fungsional bagi lingkungan
masyarakat. Robert K. Merton sebagai salah satu penganut teori ini
mengungkapkan bahwa suatu pranata atau institusi tertentu dapat
berfungsi terhadap satu unit sosial tertentu dan sebaliknya disfungsi
terhadap unit sosial yang lainnya,

Seperti fenomena yang terjadi di Desa Tambak Sari terkait dengan
Implementasi Program Raskin, yang lagi-lagi bukan membantu dan
mengentaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, Program Raskin di
Desa Tambak Sari justru menimbulkan problem sosial dan maksud awal
dicanangkannya Program Raskin tersebut tidak terwujud. Hal itu
disebabkan oleh adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan
tidak faham apa tujuan dari Program Raskin tersebut, dalam implementasi
raskin tersebut terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa
setempat. Pada penyelewengan tersebut lalu dijual kembali dan Pada hasil
penjualan beras ita digunakan untuk menggaji para preman yang biasa
beroperasi atau mencuri di Desa Tambak Sari.

Memang pengendapan beras yang dilakukan oleh aparat tersebut
bertujuan untuk membantu masyarakat dan berupaya masyarakat untuk
tidak mengalami keresahan yang biasa dipicu oleh adanya pencurian atau
perampokan. Maka dengan itulah upaya untuk tidak terjadi perampokan
atau pencurian yang membuat masyarakat resah, maka aparat berusaha

menggaji para preman yang diambilkan Pada hasil penjualan beras raskin
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tersebut. Maka kemudian dengan adanya proses sistem seperti itu, institusi
sosial disfungsi terhadap unit sosial yang lainnya.

Dalam konsep Merton yakni mengenai sifat dan fungsi. Merton
membedakan fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah
fungsi yang diharapkan. Contohnya program Raskin yang dapat
menunjang kesejahteraan rakyat miskin. Sedangkan fungsi laten adalah
fungsi yang tidak diharapkan. Contohnya implementasi distribusi program
raskin yang iidak terlaksana dengan baik yang menimbulkan rakyat miskin
mengalami kekecewaan.*?

Obyek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti peranan sosial,
pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian
sosial dan lain sebagainya. Selain itu Merton juga mengajukan konsep
yang disebut dis-fungsi. Dalam hal ini struktur sosial dapat menyumbang
terhadap pemeliharaan fakta-fakta sosial lainnya, begitu pula sebaliknya ia
juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang bersifat negatif."’ Pemahaman
serupa juga telah dikemukakan oleh Stephen K. Sanderson. Menurutnya,
masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-
bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung schingga setiap
bagian saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian yang

lainnya.

* George Ritzer. Sosiologi lImu Pengetahuan Berparadigama Ganda. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2007). hal. 21-23
“ Op.ci.... hal. 13-22
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Bagi Sanderson, setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis kerena
bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara aksistensi dan
stabilitas masyarakat secara keseluruhan, Sehingga eksistensi suatu bagian
tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi
masyarakat sebagai keseluruhan dapat didefinisikan,* Salah satu teori
yang diterapkan dalam pernahaman fungsionalisme struktural adalah teori
konsensus. Teori Konsensus memandang nilai dan norma sebagai landasan
masyarakal, memusatkan perhatiannya pada keteraturan sosial berdasarkan
atas kesepakatan diam-diam dan memandang perubahan sosial terjadi
secara lambat,

Perilaku-perilaku menyimpang dimasyarakat dalam pandangan
teori struktural fungsional sebagai suatu bentuk anomali dalam struktur
sosial. Disfungsi yang ada dimasyvarakat dipahami oleh Robert K. Merton
sebagal sesuatu yang dinamis. Sehingga keteraturan harus siap dengan
ketidak teraturan yang dianggap sebagai struktur yang teratur karena
berkaitan dengan peran dimayarakat.*® Disinilah pemahaman teori
konsensus berperan dalam struktural fungsional, karena menitik beratkan
pada keteraturan di masyarakat.

Dalam menyikapi adanya problem sosial masyarakat melakukan
upaya agar kondisi disfungsi kembali kepada keteraturan. Implementasi

dan distribusi program raskin yang ada di Desa Tambak Sari menjadi

“ Nazsrullah Nazsir. Teori-teori Sosiologi. (Padjadjaran: Widya Padjadjaran, 2008). hal.

* Mizan, “Fungsionalisme Struktural”’, Online Jurnal, 2010-2012: (http://www.forum

sains.com/artiklel/fungsionalisme-~struktural/.html. diakses 11 Februari 2012
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suatu problem sosial. Terdapat peran fungsi dan disfungsi dalam
implementasi dan distribusi Program Raskin tersebut.

Implementasi dan distribusi Program Raskin yang dianggap
sebagai .suatu bentuk penyebab terjadinya problem sosial selain
memberikan fungsi bagi pihak-pihak tertentu juga menjadi suatu disfungsi
bagi masyarakat. Adanya oknwmn-oknum tertentu yang merasa
diuntungkan dengan adanya program raskin di Desa Tambak Sari dan
menjadikan fungsional bagi pibak-pihak tertentu dalam  struktur
masyarakat.

Sehingga dalam menanggapi problem sosial tersebut masyarakat
melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan masalah sosial tersebut,
Dengan terus mengedepankan keteraturan yang ada di masyarakat.
Meskipun pada kenyataannya perubahan yang dilakukan untuk
menjadikan lingkungan kembali teratur berlangsung periahan dan terkesan
lambat. Struktur birokrasi memberi tekanan terhadap individu schingga
mereka menjadi disiplin, biiaksana.

Tetapi tekanan ini kadang-kadang menjurus kepada kepatuhan
mengikuti peraturan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan
tujuan dan fungsi-fungsi untuk apa aturan-aturan itu pada mulanya dibuat.
Walaupun aturan-aturan tersebut dapat berfungsi bagi efesiensi organisasi,
tetapi aturan-aturan yang demikian dapat juga memberi fungsi negatif

dengan menimbulkan kepatuhan yang berlebih-lebihan.
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Hal ini bisa menjurus pada konflik atau ketegangan antara birokrat
dan orang-orang yang harus mereka layani.*® Seperti contoh salah satu
aparat Desa yang mencoba menyelewengkan program beras yang
aturannya harus didis‘;ribusikan kepada rakyat miskin dan sementara aparat
itu berjanji akan mendistribusikan kepada rakyat miskin.

Namun aparat desa mengalihkan fungsi beras itu untuk diendap
supaya bisa menggaji para preman yang telah berkoalisi dengannya.
Struktur dapat melahirkan fipe kepribadian yang lebili memaiuhi
peraturan-peraturan tertulis daripda semangat untuk apa peraturan itu
ditetapkan.

Maka dengan tidak berfungsinya sebagian dari sistem itu,
masyarakat mulai membangun sebuah kelompok tani yang digagas oleh
Kiai Jazuli Mudhar, tanpa campur tangan pihak pemerintah desa,
kelompok tani tersebut berupaya untuk menjaga dan membangun
solidaritas kelompok masyarakat, untuk menjadikan lingkungan kembali -
teratur.

Dengan terbentuknya kelompok tani yang dibangun oleh Kiai
Jazuli Mudhar itu berupaya sedikit demi sedikit untuk mendapatkan
keberhasilan dalam membangun solidaritas masyarakat dan dapat

membantu masyarakat dalam bidang pertanian masyarakat.

' Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994). hal.
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Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya bantuan seekor sapi pada
tiap kepala keluarga, dan sapi itu dapat digunakan oleh masyarakat sebagai
alat untuk membajak lahan pertanian masyarakat Desa Tambak Sari
Kecamatan Rubaru Kabupaten Sur’ncnep Madura.

Maka kemudian masyarakat juga membangun intensitas sebagai
masyarakat yang mengikuti aturan-aturan yang ada. Semisal masyarakat
berupaya membangun komunikasi antar angotanya dan aparat desanya.
Dengan hal itu struktur sosial menpalami keteraturan secara berlahan-
lahan.

C. Penclitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini, peneliti menganggap penting untuk meneliti
penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini. sebab dengan
penelitian terdahulu yang relevan akan menjadi pedoman untuk
memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu
yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian Yosita Mayka
Kusumawati Mahasiewa Urair Surabaya, Jurusan IImu Administrasi
Negara Fakultas Fisip. Penelitiannya tentang Keefektifan Implementasi
Program Raskin Di Kelurahan WonoKusumo Kecamatan Semampir
Kota Surabaya Pada Tahun 2007/2008. Dalam penelitian itu
menjelaskan bahwa keefektifan suatu program tidak dapat diukur apabila
program itu tidak diimplemectasikan.

Keefektifan program baru akan dapat dirasakan apabila setelah

program itu diimplementasikan kepada masyarakat miskin. Dalam
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penelitiannya menggunakan  teori konflik Karl Marx. Didalam
penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Raskin di
kelurahan wono kusumo Program Raskin tidak hanya dibagikan kepada
Rakyat miskin tetapi juga dibagikan kepada rakyat yang mendekati
miskin. Hal itu berupaya untuk mengatasi persoalan dan konflik dis:ntara
warga yang tidak menerima raskin tersebut.

Sehingga pendistribusian Program Raskin dibagi ke setiap warga
yang mendekati miskin dan yang benar-benar miskin, dengan pelaksanaan
seperti  itu  banyak masyarakat vang benar-benar miskin  tidak
mendapatkannya, dengan tidak tepatiiya sasaran maka memunculkan
suatu kecemburuan sosial. Dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari
masyarakat terhadap pemerintah, Sehingga masyarakat terbagi menjadi
kelas-kelas sosial. Dalam masyarakat yang telah terbagi berdasarkan kelas,
maka kelas sosial yang memiliki  kekuatan  produksi dapat
mensubordinasikan kelas yang tersubordinasikan dalam sebuah proses
iksploitasi ekonomi, Maka dengan itylah dalam penelitian tersebut
memakai teori konflik karl marx yang rasa-rasanya didalam masyarakat
kelurahan tersebut tereksploitasi oleh pihak penguasa atau pemerintah,

Kemudian dari hasil penelitiannya yang diuraikan pada BAB 111
bahwa penentuaﬁ Rakyat miskin di kelurahan wonokusumo dalam
pendataannva tidak sesuai dengan ketentuan dan kreteria vang diientukan
oleh BPS. Dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan program raskin tidak

hanya dibagikan kepada Rakyat miskin tetapi juga dibagikan kepada
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rakyat yang mendekati miskin. Karena hal itu berupaya untuk mengatasi
persoalan dan konflik diantara warga yang tidak menerima raskin tersebut.

Dalam pendataan Rakyat miskin pada penelitian' Yosita tersebut
diperoleh dari pendataan RT-RT. Dalam pra pelaksanaan program raskin
para RT mendata warganya yang kurang mampu berdasarkan
pengetahuannya selama mereka menjabat sebagai ketua RT. Dan para RT-
RT diberi wewenang untuk mendata warganya yang tidak mampu karena
RT tersebut dianggap sudah hafal dengan kondisi dacrahnya masing-
masing termasuk warga-warganya yang tidak mampu dan warga yang
mampu.

Kesalahan sasaran dalam implementasi pendistribusian yang
terdapat dalam penelitian itu, banyak anggota masyarakat yang mestinya
tidak mendapatkan jatah raskin justru mereka mendaftar minta bagian,
maka dengan itulah karena kurangnya kesadaran warga yang sudah
mampu tersebut mengakibatkan Program Raskin tidak tepat sasaran.
Dengan alasan supaya menjalin keakraban dan {idak menjadi persoalan
pada warganya. Maka warga yang mampu diberikan jatah beras raskin
tersebut oleh RT-R'T setempat.

Ketepatan harga beras raskin dalam penelitian tersebut yang
biasaya 1000/kg, tetapi dimasyarakat kelurahan yang diteliti oleh Yosita
Justru harganya bervareasi ada yang harganya 1300/kg ada juga yang
1500/kg vareasi harga tersebut karna dari keputusan para RT-RT sctempat

yang melalui musyawarah dengan aparat pelaksana Program Raskin dan
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juga musyawarah dilakukan dengan ibu PKK dan lain sebagainya. Dari
hasil penelitiannya, implementasi Program Raskin cukup berjalan lancar
karena setiap bulan warga miskin selalu mendapatkan bantuan beras
tersebut, dan dalam pembayarannya masyarakat terhadap aparat bisa
dikatakan tertip, tetapi hanya pembayaran atau penyetoran dari kepala
lurah kepada pihak bulog saja yang mengalami kemacetan.

Berbeda dengan hasil penelitian saya, dalam penelitian saya
cenderunig lebih banyak problem atau persoalan dalam implementasi
pendistribusiannya. Seperti dalam pendataan dari pihak konsensus tidak
ada, pendataan dari pihak panitia tingkat kabupaten juga tidak ada. Maka
pendataan Rakyat miskin hanya dilakukan oleh kasun-kasun saja. Maka
hasil penclitian saya dalam implementasi pendistribusian raskin ini
berbeda dibandingkan dengan hasil penelitian Yosita Mayka Kusumawati.

Sedangkan didalam penelitian saya lebih pada persoalan atau
problem dalam implementasi pendistribusian program raskin. Dimana
problem dalam implementasi dan pendistribusian program raskin di Desa
Tambak Sari patut disayangkan karena dalam pelaksanaannya tidak
terlaksana dengan baik. Karena proses pendistribusiannya tidak mengacu
pada ketentuan umum raskin. Proses penyaluran raskin di desa Tambak
Sari, dimulai dari bulog lagsung ke Desa Tambak Sari dan langsung
didistribusikan ke kasun-kasun.

Namun setelah sampai di desa, beras raskin disimpan dulu oleh

kepala desa untuk di jual dan dari hasil penjualan itu dibuat bahan gajian
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kepada para preman-preman upaya parap tidak melakukan

pencuriaietlambak Sarl.

Kemudian ketepatan sasaran, pendistribusian raskin dalam
penelitian saya justru didstribusiakan secara 'merata kepada keluarga baik
keluarga miskin ataupun tidak miskin mereka sama-sama mendapatkan
beras raskin. Lalu ketepatan jumlah, masyarakat seharusnya menurut
PAGU Raskin 2009, mereka mendapat 15 kg dengan harga Rp 1.600/kg.
Semeniara mercka hauya mencapat 5-6 kg/KK dengan harga 2.250/kg.
Dan dalam penditribusian raskin disana tidak menentu atau tidak tepat
waktu, Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi
penditribusian program raskin di Desa Tambak Sari tidak terimplementsai
dengan baik dan bahkan menimbulkan problem sosial dan lain sebagainya,

Serta dalam penelitian saya menggunakan teori “Fungsional
Struktural”. Dalam pendapat Merton ia mengetengahkan masalah dalam
fungsionalisme yang masih mentah, khususnya kesimpangsiuran antara
motivasi-motivasi vang didasari, Dan konsekuensi-konsekuensi objektif,
bukannya motivasi. Tetapi konsekuensi yang demikian dapat berupa
konsekuensi manifes atau laten.

Fungsi. manifes adalah konsekuensi objektif yang membantu
penyesuaian atau adaptasi dari sistem dan didasari oleh partisipan dalam
sistem tersebut, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak

dimaksudkan atau disadari. Setiap praktek kebudayaan dapat dianalisa

dari persepektif fungsi laten dan manifes. Merton menggunakan mesin
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politik sebagai contoh. Mekanisme politik yang cenderung merintangi
keleluasaan pelaksanaan suatu pemerintahan yang demokratis dilihat
seabagai hal yang disfungsional.

Dalam arti memberi sumbangan yang negatif ;:)ada pemerintah
setempat dengan menghambat proses demokratis. Walau mungkin hal ini
benar pada tingkat manifes, tetapi dalam analisa yang demikian ada fungsi
laten yang diabaikan. Sebagai misal, ketika sistem sosial berada dalam
kendisi prima ternyata sistem sosial tersebut melayani penduduk yang
sedang dilanda depresi yang parah. Pada saat itu pemerintah menyediakan
pelayanan yang dewasa ini dilakukan oleh badan-badan kesejahteraan

rakyat."’

7 Op.cit.....hal. 40



